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nelal:anan kesehatan, Alat kesehatan' bahan habis pakai
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Pengeloiaarr Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah di
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KabuPaten Katingan;
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Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

ig92 iiomor 1OC, Tambahan Lerrrbxan i{egara Repiibtik

Indonesia Nomor 3a95);

undang-undang }.[onror 5 Tahun 2oo2 tentamg

pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten seruyan,

Kabupaten sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten

Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi

Kalimantan Tengah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ao2 Nomor 18 tambahan LembararL

Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4i80);

Undang.UndangNomor|7Tahun2003tentang
Keuangaii Fiegara {Lembaran }{egara Tahun 20o3 Nomor

47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor +286l,;

undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2oo4

Nomor 5, Ta-rnbai-rzur Lertihia-ra-r-.r iiegara Republik

Indonesia Nomor 4355i;

unciang-uneiang Nomor 15 'Iahun 2afr4 tenta:rg

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Ker-range:r Negara (Lemkraran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 440AY

Undang-UndangNomor32Tahun2ao4tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2ot4 Norrror' i25, Tarzibahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana

tela-h rliubah dengan undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti undang -
UndangNomor3Tahun20ostentangPerubahanAtas
UndangUndangNomorS?Tahun2oo4tentang
pemerintahan Daerah menjadi undang-undang

(Lembaran Negera Republik Indonesie Tahu* 2OO5

Nomorl0S,TambahanLembaranNegaraNomor4S4S),
sebagaimana telah diutrah dengan undang-undang

nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
pemerintahan Daerair (i,errrbar-'an Negai'a Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aSaal;

UndanS-Undang Nomor 33 Tahun 2OA+ Tentang

penmtrangan Keuangan anta-ra Pemerintah Pusat dan

Pemerint ahan Daerah (Lembaran Negara Republik

a.

3.

4.

c.

6.
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Indonesia Tahun 20a4 Nomor t26 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 44381;

8. Undang- Undang Nomor t2 Tahun zAlL tentang

pembentukan Peraturan Perundang-Undangart

{LembararrNegaraRepubiiklndonesiaTahun20li
NomorS2,TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor 52.3a);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang

Pernbagian uru san Pemerintahan aniara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daeraii

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OA7 Nomor 82, Tam'pahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 47371;

1O. peraturan Daeralr Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan yaurtg menjadi

Ke'"venangan Pen:erintah Kabupaten Katingan {L.embaran

Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

Peratura:l Daerah Nosror 5 Tahun 2008 Tentang

organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Xalngan ( Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun

2008 Nomor 5 ) sebagaimana telah diubah dengan Perda

No.3Tahunza1ltentangorganisasidanTataKerja
Dinas Daerah Kabupaten Katingan ( i,embarafl Daeralr

Kabupaten Katingan Tahun }OLL Nomor 3 );

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Incionesia Nomor :

SO3/Menkes/PER /V /2OLL tentang Pedoman

Pela.ksanaan Jaminan lr*e selratan Masyarakat ;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN !

PERATURAH BUPATI I(ATINGAN TEITTAI\TG PE?UIUJUK

TTKIYIS PEITGELC'LAAN DAT{A PROGRAM JAMINAN

KESEIf,ATAI{- DAERATi I{ABUTATEH K.ETI!5GAtr TA3T1'FI

2019.

BAB I
KETENTUAIT UMUU

Pasal 1

Dalan: Peraturan Eupati ini yaj-ig dirnaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelengsaraar: urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daera-h dan DPRD menurut asa*q otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seb'agaimana dimaksud dalam

undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'
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2. Pemerintah Daerah adatah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah'

3. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Ral<yat Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah'

4. Bupati adalah BuPati Katingan'

5. Sekretaris Daerah adatah sekretaris Daerah Kabupaten Katingan'

6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan'

7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang

memungkinkan setiap orang hiiup produktif secara sosial dan ekonomis'

S.UpayaKesehatanadalahsetiapkegiatanuntukmemeliharadan
menegakkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan aturan

masYarakat.

9. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESDA adalah

jaminan kesehatan / Pembiayaan bagi masyarakat yang tidak mampu yang

tidak termasuk kuota JAMKESMAS'

lo.RSUDada]ahRumahsakitUmumDaerahyangberadadiKasongan
sebagai Ibukota Kabupaten Katingan'

L 1. Fuskesmas adatah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di Kecamatan

WilaYah KabuPaten Katingan'

L2. Darn JAMKESDA adalah biaya Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi

masyarakat yang tidak mampu yang tidak termasuk dalam JAMKESMAS'

13. SKTM adalah surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oieh

Lurah / Kades dan diketahui camat setempat dimana dia tinggal'

14. Alat kesehatan dan bahan habis pakai adalah alat atau bahan untuk

findakanpelayanandanperawatanpasientingkatlanjutan.

15. Baatuan uang saku adalah: bantuan berupa uang untuk petugas yang

mendamping irrt t,, merujuk pasien ke fasilitas, kesehatan tingkat lanjut'

16. Klaim adatah permohonan pembayaran biaya jaminan pelayanan kesehatan

dari puskesmas dan atau RSUD kepada Tim Pengelola melalui Dinas

Kesehatan KabuPaten Katingan'

BAB II
KEBIJAKNN OPEBASIOITAL

Fasal 2

(i) JAMKESDA adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan

bagi masyarakat mistcin dan tidak mampu yang tidak terdaftar dalam

JAMKESMAS.
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dan Femei-iniah Daerah.

i: (3) pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan kontribusi sehingga
: menghasilkzur peiayanan yang optimai,

- (4) Penyelengga.raa.r) pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin

. :'ffiT ffi::X nirraba dengan pemanraatan semata-mata untuk
eningkatanderajatkesehatanmasyarakatmiskin.

. b. Menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost efektif
- dan rasional.

. c. pelayanan terstruktur, bedenjang dengan portabilitas dan ekuitas.

' d. TransParan dan akuntabel.

: r<) penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi alat kesehatan dan bahan
1 \r,

habis pakai khususnya untuk pelayanan tingkat lanjutan.

_, {6} Dengan ditetapkanya Peraturan Bupati ini diharapkan pelayanan

kesehatan dasar di Puskesmas lebih berdaya guna dan berhasil gUna

. p6usus datam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin

toengaxprinsiptranspararrsidanai<urrtalriiitas.
-aF 
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KEPESERTAAN

, tasal 3

a {1} Masyarakat miskin Ka-trupaten Katingan berdasarkan data berjumlah, [:;:i*T]:"ffin*il:iltrt:dffii*rffi,]r#l*'J,if?J'Jiffi;
- r_,. merupakan peserta Jamkesda'
': : p, Bagi masyarakat miskin yang berada diluar kuota atau tidak masuk dalam

- Frei-aturan Bupati maka pembieyaan kesehatan akan dibelrankan pada

Pemerintah Kabupaten Katingan melalui JAMKESDA'
;
_ t3i Bagi bayi Jang teriahir dari keiuarga peser"ta JAIJKESIUAS ote::ratis
.

- *enjadi peserta JAMKESDA dan bila membutuhkan pelayanan kesehatan

- daPat langsung diberikan '
--

: (4) Hak kepesertaan dinyatakan hilang terhadap peserta Jamkesda yang

ffieninggal dunia.
BAB IV

TEMPAT DAN PROSEDUR PELAYANAI{

Pasal 4

_ Rawat Jalaa, Rayat Inap Ttngkat Pertana daa Rawat Tingkat La4futal
.

JAMKESDA:



li

a. Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan

b. Puskesmas Keliling
e. truskesmas Fembaniu
d. Pos Kesehatan Desa/Polindes
e" Pos UKBM

(2) Tempat pelayanan rawat tingkat lanjutan Peserta JAMKESDA :

a. RSUD Kasongan
b. RSUD d.r. iviurjani SamPit

c. RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya'

d. RSU Ulin Banjarmasin
e. RS Jiwa Kelawa Atei Palangka Raya

Fa*al S
Prosedrr PelaYanau

(i) Peserta JAMKESDA dirawat di kamar kelas IIi (bangsal).

(2) Bagi peserta JAMKESDA yang membutuhkan pelayanan kesehatan

termasuk rawat tingkat lanjutan harus sesuai alur rujukan dan membawa

SKTM yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa / Lutah dan camat

tempat berdomisiii, kecuali datam keadaan ernergency tgairat daruraii

diberikan waktu 2 x 24jam untuk mengurus SKTM'

(:) Peserta JAMKESDn yang berobai ke Puskesmas dan jaringarlnya eukup

membawa SKTM yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Lutah setempat'

(4) Peserta JAMKESDA yang membutuhkan peiayanan rawat inap di

Puskesmas Perawatan, SKTM yang ditandatangani Kades / Lurah dan

diketahui aleh Carnat tempat berdomisili'

(5) Masa berlaku SKTM hanya untuk 3 bulan'

BAB V
PENDANAAN

Pasal 6

(1) Dana Program JAMKE$DA berasat dafi Anggaran Pendapatan Dan Beianja

Daearah {APBD) Kabupaten Katingan yang dikelola oleh tim pengeloia

JAMKESDADinasKese}:'atanK-abupatenKatingan.

(2) Dana Program JAMKESDA digunakan untuk pembiayaan pelayanan

kesehatan,alat kesehatan, bahan habis pak-ai dan administrasi tim

pengelola JAMKESDA.

(3) Tim pengelola JAMI{ESDA dibent';k oleh kepe}a Dinas Kesehatan

KabuPaten Katingan.

(4) Dana tsrogram JAMKESDA sebagaimana dimaksud ayat (1i diselurkan

melalui sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, selanjutnya diserahkan

kepacla Tim Pengelola Jamkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan



:

: dengan makanisme sebagai berikut :

. a. Tim pengelola rnenerima Klaim dari Fuskesmas maupun RSUD

. Kasongan sesuar dengan PERDA Kabupaten Katingan No. 14 Tahun

2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

: o 
rlili#ffiitri#flffilHX,lffffil,T";#-iffiT',:ffi#l::;
diberikan.

:

c. Tim Pengelola memverifikasi bukti dan jumlah dana yang diklaim,

:*elanjutnyadibayarmelaluiDinasKesehatan.
- (5) peserta JAMKESDA yang mendapat pelayanan Rawat Inap dan dirujuk ke
:

: [:ff*r-:I" 
lanjutan pembiavaannva ciitansgung oleh JAMKESDA

:
(" 

:l,H:ji;J,ffiffffii#IKESDA 
dan tran sport pendamping ditanssuns

(7) Bantuan uang saku petugas pendamping rujukan resmi p€serta Jampersal
' ,-_- di tanggung oleh Jamkesda Kabupaten Katingan sesuai dengan Peraturan

yang berlaku.
t teB vI. 

BESA"D*A$ ?ARIF PELAYAISAH
-

'' 
Pasal 7

.

: Besaran tarif pelayanan peserta JAMKESDA disesuaikan dengan Peraturan

Daerah Nomor: 14 Tahun }OLL tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB VII
ADMINISTRASI PELAYANAN

Pasal 8
Peacatataa dac Pelaporaa Kuajuogan

- (1) pencatatan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Program JAMKESDA baik

di dalam maupun di luar gedung, yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan
1' Jaringannya dicatat pada register khusus JAMKESDA'

.

. (2i Hasil pencatatan kegiatan PTogTam JAMKESDA dari Fuskesmas dan
I jaringannya, dilakukan dalam laporan tersendiri, terdiri dari :

. a. Fcrmat I : form.at laporan kepersertaan dan pendanaan peserta

jamkesda di puskesmas dan jaringannya'

-- b. Far*mat II : fcr-mat laporan gan:bar:an 1O penyakit terbanyak rawat
jalan dan rawat inap pesertajamkesda di Puskesmas

dan jaringannya'

: c, Format III : format laporan jumlah dan asal jenis penanganan

., keluhan peserta JAMKESDA di Puskesmas dan



BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

pada saat Peraturan Br:pati ini mulai berlaku maka seluruh ketentuan

peraturan tentang pelayanan kesehatan pada Program JAMKESDA

dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX

KETEI{TUAN PENUTUP

Pasal 1O

peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2Ol3 sampai dengan

tanggal 31 Desember 2O13 dengan ketentuan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan di ubah dan

diperbaiki sebagai mana mestinnya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal L a' x?a+t" aoiS

BUPATI I{ATINGAN

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan

Pada tanggat $3- A?Ptu aors

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN I{ATINGAN

JAIiYUDIN SAPRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KATiNGAN TAHUN zAfi NOMOR [85


